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PENUTUP

A. Kesimpulan
Dari berbagai uraian dan analisis yang penulis bahas diatas, maka dapat
diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa pemalsuan yang terjadi di Desa Betek Kecamatan Mojoagung
Kabupaten Jombang lebih disebabkan oleh adanya pertemuan dua faktor
yakni faktor internal (pelaku pemalsuan) dan faktor eksternal (urbanisasi)
yang terdapat kepentingan sesaat pelaku dengan cara menyembunyikan
istri dan pemalsuan ini membuat dokumen negara menjadi tidak otentik,
dan menimbulkan keresahan sosial di Desa Betek Kecamatan Mojoagung
Kabupaten Jombang.

2. Hukum positif maupun hukum pidana Islam berpandangan sama bahwa
tindak pidana pemalsuan akta termasuk kedalam suatu tindak kejahatan
atau jarimah. Karena, menurut hukum positif perbuatan tersebut dianggap
melanggar ketentuan hukum yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana pasal 266 ayat (1) dan (2) sebagai hukum umum,
sedangkan menurut hukum Islam, perbuatan maksiat yang dapat
membahayakan dan merugikan kepentingan umum tersebut, maka
perbuatan memalsukan akta dalam hukum Islam dianggap sebagai suatu

Jjarimah atau jinayah
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3. Dalam hukum pidana Islam belum ditemukan pembahasan yang khusus
mengenai tindak pidana pemalsuan akta. Akan tetapi, secara umum
perbuatan memalsukan adalah termasuk ke dalam kebohongan (a/-Kidzb),
penipuan, pengelabuan, dan merupakan perbuatan zhalim. Akan tetapi,
berdasarkan adanya kesesuaian antara tindak pidana pemalsuan akta
termasuk dengan jarimah pemalsuan tanda tangan dan jarimah pemalsuan
Bait al-Maal, maka tindak pidana pemalsuan akta bisa digolongkan
kedalam jarimah ta‘zir yang diberikan kepada pelaku tindak pidana
pemalsuan akta adalah berbentuk hukuman 7azir berupa hukuman jilid

dan pengasingan.

B. Saran

Ada beberapa hal yang penulis tulis dalam skripsi ini, maka penulis

mencoba menyampaikan beberapa saran-saran:

1. Untuk mencegah terjadinya tindak pidana pemalsuan akta diharapkan
kepada para penegak hukum dan masyarakat khususnya kepala desa
agar lebih diperhatikan lagi mengenai tindakan pemalsuan tersebut,
khususnya hukuman yang diberikan pada pelaku, agar tidak terulang
kembali.

2. Untuk bisa mengantisipasi atau sekurang-kurangnya meminimalisir
tindak pidana pemalsuan akta, maka pihak berwajib atau Kepolisian
harus lebih tegas dan memberikan sanksi lebih berat kepada setiap

pelaku pemalsuan surat atau akte otentik sehingga sanksi yang
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diberikan tersebut benar-benar bisa memberikan efek jera bagi yang
telah melakukannya, dan bisa membuat takut untuk melakukan bagi
orang yang belum melakukan tindak pidana pemalsuan akta,
mengingat dampak dari pelaku pemalsuan akta dapat merugikan
masyarakat dan Negara atau dapat merugikan berbagai pihak, karena
kasus pemalsuan ini merupakan salah satu jenis tindak pidana dengan
derajat keseriusan yang cukup tinggi dan memberikan sanksi yang

berarti dan dapat memberikan efek jera bagi pelakunya.



